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NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERI NTAH KABU PATEN LEMBATA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR: 8,1100.3.71 l8
NOMOR: 8/900.1.1.1/ OJ

/SETDA/XI/2025
/DPRD/LBTD(Y2o25

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : P Kanisius Tuaq

Jabatan : Bupati Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata.

2. a. Nama : Syafrudin Sira
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata

b. Nama : Fransiskus Xaverius B. N
Jabatan : Wakil Ketua Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata

c. Nama : G. Fransiskus
Jabatan : Wakil Ketua Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.'l Lewoleba, Lembata

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah

dengan DPRD, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TahunAnggaran2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara

Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran

2026, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran

2026, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan
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pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah tahun
anggaran 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran
2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Lewoleba, ? November 2025

Bupati Lembata Pimpinan DPRD
Kabupaten Lembata

Selaku,
PIHAK KEDUA

ku,

k
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UAQ SYAFRUDIN SIRA

FRANSISKU RIUS B. N
WAKIL ETUA

G. FRANSISKUS
WAKIL KETUA

PARAF HIERARKI

PARAF 7 NAMA JABATAN PARAF

SEKRETARIS DAERAH I SEKRETARIS DPRD J
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Pemerintah Kabupaten Lembata I

BAB I
PENDAHIILUAN

L\tt,

1.1. Latar Belakang Penyuaunaa Horltaa Plafon Aaggaraa
Sementara (PPASI

Penyelenggaraan proses perencana€rn dan penganggaran

secara sistematis dan terukur menrpal<an hal penting yang

dilakukan oleh pemerintah untuk pencapaian hasil pembangunan

yang optimal. Oleh karena itu dibutuhkan sinkronisasi antara

kebijakan pembangunan daerah dengan alokasi sumber daya

keuangan daerah. Kebijakan dimaksud harus termuat dalam KU

APBD, dan wajib ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berdasarkan ketentuan Pasal 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PPAS adalah progrzrm

prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satan kerja

perangkat daerah.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan penting

sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor

l2 Tahun 2019. Tahapan tersebut dimulai dari penentuan skala

prioritas pembangunan daerah, yang menjadi dasar dalam

merumuskan arah kebijakan dan fokus pembangunan untuk tahun

€rnggaran yang direncanakan. Selanjutnya, dilakukan penentuan

prioritas program dan kegiatan pada masing-masing urusErn

pemerintahan, dengan memastikan sinkronisasi terhadap prioritas

daerah dan program nasional sebagairnana tertuang dalam

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Tahap

berikutnya adalah penyusunal capaian kinerja, sasaran, serta

plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan,

Bab l-1 |



sehingga arah pembiayaan daerah menjadi lebih terukur dan

selaras dengan target pembangunan daerah.

Berdasarkan tahapan tersebut, maka PPAS sekurang-
kurangnya memuat skala prioritas pembangunan daerah, program

dan kegiatan prioritas untuk setiap urusan pemerintah, capaian

kinerja dan sasararl pembangunal serta plafon €rnggaran

sementara bagi setiap program dan kegiatan. Sebagai dokumen

strategis dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah,

PPAS berperan penting dalam memastikan keterpaduan antara
arah kebijalan pembangunan dan kemampual keuangan daerah.

Melalui penJrusunan PPAS, Pemerintah Kabupaten Lembata

diharapkan dapat menetapkan prioritas pembangunan yang

realistis, efektif, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap rupiah
anggaran yang dialokasikan mampu memberikal nilai tambah bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung
pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

1.2. TuJuan PenyusuBan PPAS

Penyusunan PPAS Kabupaten Lembata Tahun Anggaran

2026 bertujuan untuk:
l) Menyediakan dokumen kebijakan fiskal daerah yang memuat

target pendapatan, rencana belanja serta renca-na pembiayaan

daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

2) Menetapkan plafon anggaran sementara bagi setiap urusan
pemerintahan, perangkat daerah, program/kegiatan/sub
kegiatan sebagai pedoman pen5rusunan Rencala Kerja dan

Anggaran (RKA) perangkat daerah.

3) Menjamin penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, adil
dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksalaan prioritas
pembangunan tahunan daerah.

4) Menjamin keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara
dokumen perencanaan tahunan daerah dan dokumen anggar€rn

Bab l-2 |
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Pemerintah Kabupaten Lembata @

sehingga arah kebijakan pembangunan dapat berjalan secara

seimbang dan terpadu.

1.3. Dasar HuLum Penyueunan PPAS

Adapun dasar hukum pen)rusunan PPAS Kabupaten Lembata

Tah::l 2026, adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 180, Tambairan Lembaral Negara

Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O00 tentang

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2l Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

4l Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keualgan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11
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Pemerintah Kabupaten Lembata I

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O7 tentang Rencana

Pernbangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-

2025 ll*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

7l Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O31),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tertang

Desa (l,embarar Negara Republik Indonesia Tahur^ 2024

Nomor 77, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6914);

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 6856);

9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintal Daerah

(t,embaran Negara Republik Indonesia Tah:an 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

I O) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 17 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Talun 2O17 Nomor 106, Tambahal Lembaran

Bab l-4 |
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Pemerintah Kabupaten Lembata B

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2O 17 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewal Perwakilan Ralryat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2079 Nomor 42, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Harmonisasi Kebijakan Fiska-l Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69O6);

14) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahwn 2025-2029

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025

tentang St6ndar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntalsi Pemerinta-h Berbasis Akrud
pada Pemerintah Daerah;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raacangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Bab l-5 |
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Pemerintah Kabupaten Lembata S

Panjang Daerah dal Rencana Pembangunan Jalgka
menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Reneana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

tenta-ng Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 20 19 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1 1 l4);

2O) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi darr Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

2l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrtn 2O2O tentalrg

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);

22) Perat':ran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tehwn 2024

tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita

Negara Republik Indonesia Tahur: 2024 Nomor 350);

23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang

Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancalgan KUA dan

Rancangan PPAS Tahun 2O26 dengar, KEM PPKF Tahun 2026

(Berita Negara Republik Indonesia Tahwrr 2024 Nomor 971);

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l4 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Bab l-5 |
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Daerah Tahun Angg aran 2026 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O2l

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dal Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan

Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05O-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6

Tahun 2025 tentalg Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TaLur: 2025-

2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

006, Tambahan Lembaral Daerah Nomor 315);

27) Peraluran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(kmbaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

28) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata

Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten lrmbata Tahun

2017 Nomor 4);

29) Peraturan Daerah Kabupaten kmbata Nomor 4 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah

tw
Bab l-7 |
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Pemerintah Kabupaten Lembata lP

Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 3O1 Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 301);

30) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2O25

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten lembata Tahun 2025-2029 (Inmbaran Daerah

Kabupaten Lembata Tahun 2O25 Nomor 315, Tambahan

kmbaran Daerah Nomor 315);

31) Peraturan Bupati Lembata Nomor 43 Tahun 2025 tentang

Rencana Ke{a Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun

2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2O25 Nomor

l'tl461.

BablSl



Is-

2x5Q

.i

;E€i!EE
6

;!
!!

3 E
.E

6 a E
!

E
t

e q,E
.s!

E
 q -.E

E
gE

i

A
E

:F
g;

s!
I 

E
 !;

3I E
i

E
;-3Y

l;B
B

6

.3!

PEo

*B3rE

-g 9;

P
E

E
E

a
E

e

?o

-; 
.f;

d! 
5b

iE
 E

;3
Y

 E
 6 96

a1 s eE
!F

E
-5e

.: }IE
 

E
,

9F
**i

i

:;P
E

=
9;

iq
.EP

""
r3iI*

-rE
f

E
lr

E
P

6

E
c

qE
6.a6
E

g E
9

?99 E
g

E
cr i$

iX
€ E

-
e6e 14
E

$T
 fS

E
.

qE

;.62 i6
E

<
-6 a<

Ee

qE

._E
. E

 
E

^g
qE

 F
;:

isE
E

-P
e; t P

E
E

:E
<

,=
3 i9E

 F
6n E

9 i

!IEIe

o{9E5<
-

fr3

=
Eo=

!.9:i!5Ei5;!

cE<
9

Et3E

Ye3EE8

eE.Ep8

EI5E8

.\-r

atclE
,

F
O

ti 
at

<
€

o-E
o-o
<

 
-.,:

=
a

:rE
D

gEoj(r)o!e



s

:fP
!

E
i,

iEg-!
3g

5c
I F

 qt
.: E

 E
T

s9
E

q

E
iE

S
E

:_:g
-r E

 qa
3B

E
;

-gs

lI 6 ba
-rE

!e

EEoP
€

E
E

E
E

E
E1

EE
r -^

d a E
x

E
7;;r

:ss ii
5s'56
E

8 E
?X

igE
 E

E
i<

=
 

-P
25246
+

t;..i

.5 :
E

.Q
 !O

T
E

E
E

s
462 46

f_iE
 56

E
€394

isE
C

E
eE

iii
i.i ; aE

€ E
 

-^
i3 5{

fgE
 E

E
E

<
=

ai

E6.i a E
;

F
E

 sE
r

iR
B

E
r

€6e 4E
E

<
'n a2

E

aea:.E
C

i$

EEIo

E90-

q,6E
E

a-E6.a8

ItaE!3

q!EE8

oet6

t-t-

! E
 .o

:9 E
;

E
*g E

i
;i=

 
aE

!.
.5 i

!;E
 a;

;tE
 

ai



EI

irr9-.
d-e

!EE
U

'

r9
.] E

 E
6

E
:tE

.s9
-r E

 !i
3I6;

?E
e6

E
 3 E

5

!s
I 

E
 gt

,f;*E
;

E
s

-rE
!6

a 8 E
;

-r E
 !6

3ts8;
? E

 E
'd

3886

P!EoP
a

gII
!I5

&5

!e5
a5

a
E

E

o

H
. 

;
ir.. 

E
^

.**9 rcE
E

"ii*qgt
E

seE
;9!

}E
;E

 q:*
t 

E
 qi lE

,

fr=
 i

E
;; 

i^
E

p 3 "=
f,

.{;i 
!!6

:s!-4;!.
!€:!jE

6
qE

gE
ei:

€ssi 3 P
!

=
 I a 6 aai

a- 
k

eF
 * .E

e
,{;i 

E
E

b
:9E

=
+

:!.
S

ie!:E
E

C
E

;E
q;=

'..c.si 
3 g E

E
C

e;aiia

qi
;!

!8L!6

{ga9!Pca
JF

ts
g6

=
E

;
ssg
P

 S
E

=
 aa

.e eE
E

*cE
E

t

=
E

;
ia=
P

 E
E

a lllF
6a;r

EE

I

!Es

E
E

_iY

A
E

5sE
E

S
s

6_6

8.fi
_iE
<

(E

.igg
E

@tsa

E
o

9ii

€sE
E

s!,=E

6Ea

!Pcq.a

sP2ii!?P

s=96

P!T

!

a

;

s

.gE
?F

!A

E
5

.!i
+

l!
E

3

;;!6
z.l;



tl

I;E
*

!i:EE
I,}

N
E

!E
S

E
3: 

d=
6 t! E

!
)E

ef

!!

P
a

e*E
i9;

!! i.!
I iio
sE

3;

5
3E

3E

oE9d
a6

o

--*[!
7 A

5:
!- 

k--

:.a;
thE

J
:345

€ e-
o! s

- -ci
E

 !i5;
!;5*

:6eo
tbE

S
q;i 

P

S
teE

-6
f 

qJE
 

6ri

H
dH

E
qF

€!^sE
Ie

d".E
 

E
 q i

€; 
H

i5 s P
t

ir3 ierA

E
t-sH

-o
rE

-"T
,-:-

t::h5F
:gS

E
E

{
3F

*E
H

H
€ e H

o 3 P
t

-:,!8 ierE

#s3F
 =

E
g4H

E
E

E
,

€_pE
E

i"o

sF
E

E
qg

6ekoS
P

t
E

'P
P

'9b

E
E

-€$

iE
!:d

4E
h;a

C
P

sgF

ct?
6P

E

;si

F
d<

h!E

;=
;

Ee!

:

nIE.gE;ii

+
.8

5ga

q E
a

di5 5

6 >
6

iie-d
s;qa

:i,:_ 
E

6#1
*ch

6 -6

€.6
3E

s
€#(
A

E
E

!,49

1"- 
E

E
2E

*;E
4

r-6 =
H

qE

-ao,E

.EoI

gE

n a E
!

63€!

!Eo

oa

- osi
E

 !i5;
E

;'E
*

E
gE

P

qE
i c

!!

t.9igg5EIs@
6

E!Ei6!EP;B



-E9E
A

!
!E6:O

E

gEt
E

6

.g9
i 

F
 !t

38E
;

a-
P

E
!A

!5
=

 F
 !_6

E
E

E
? E

 !i
.: E

 !E
rE!E

E
.

-fE
qi

!Eo

Ee
5

E
E85

E
E

E
P

oES
=

ea

a. 
i

cE
P

pH
E

i
;_5X

6'l 
"l

B
E

E
gE

E
E

! 
ii 

i 
q P

9
E

E
P

N
iE

S
E

E
igsE

E

Y
 P

o g h E
.-d

c-s9.i 9E
a

A
F

"d!E
E

E

:E
E

iiE
.E

;a3E
fg"j

E
-

P
. * 

-
sH

E
 sl

&
E

 fr 5a
{E

T
 <

 E

It 
E

 iE
e

E
.

P
. S

 .
3!i E

e
:f, 

ts 8F
E

X
=

5E
$i$ E

:
E

E
 E

 iin
!i5P

e;
€!e
!9;

E
.

P
. A

 -
s3E

:s

e!i E
:

-'E
 r a E

E
=

 E
iE

E

8I<

P
5r

t69
!5-o

=
 2'a

P
 bi'

t E
J

o
E

d<
9E

B
B

E
E

i=
;

Eg

E
.,

.!E.lE

ga!>5EE
g

PEer*E

8E.6-o

!'!>5..
5-s

Er&JIh6x4E
9

5E6Q;-]

3-H?E

E!EEE

P,q_geT

9g.q,gETE

!!;I9

I

;

3€




	Untitled1.pdf

